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MOTTO 
 
   ٌميِظَع  ٌرَْجأ ٌ هَدْنِع ٌَهَّللا ٌَّنَأَو  ٌةَنْتِف ٌْم ك دَلَْوَأَو lٌْم  ك لاَوْمَأ ا ٌَمَّنَأ lو  َملْعاَو 
 
Artinya : Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 
sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.  (Q.S Al-
Anfal ayat 28)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
 
 
x 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
 
 
xi 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
  
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
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Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
 MUKTIYAS WAHYU NUGRAHENI, NIM: 15.21.31.043, “TINJAUAN 
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG 
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” 
Penelitian ini membahas tentang penyebab penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh anak. Tujuan dalam penilitian ini untuk mengetahui sanksi atau 
hukuman yang di berlakukan untuk pengguna narkotika yang dilakukan oleh anak. 
Dalam penelitian ini juga terdapat sanksi apa yang dapat menjerat anak melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik dalam hukum positif maupun hukum 
islam. 
 Dalam skripsi ini menggunakan penelitian pustaka ( library research ).  
Terdapat 3 bahan hukumdalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dn bahan hukum tersier. 
 Yang menjadi salah satu tolak ukur pertanggung jawaban pidana bagi anak 
nakal adalah umur. Sanksi yang di jatuhkan terhadap anak dalam UU di tentukan 
berdasarkan perbedaan umur,yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 
tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang berusia di atas 12 sampai 
18 tahun dapat dijatuhi pidana. 
 Sedangkan dalam hukum islam anak belum bias dimintai pertanggung 
jawaban pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum bisa di kembalikan ke 
orangtua, dan rehabilitasi. 
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ABSTRACK 
 
 MUKTIYAS WAHYU NUGRAHENI, NIM: 15.21.31.043, "REVIEW 
OF ISLAMIC CRIMINAL AND POSITIVE LAW ABOUT THE ABUSE OF 
NARCOTICS USED BY CHILDREN". This study discusses the causes of drug 
abuse by children. The purpose of this research is to find out the sanctions or 
penalties that are applied to narcotics users carried out by children. In this study 
there are also sanctions that can ensnare children to commit criminal acts of 
narcotics abuse both in positive law and Islamic law. 
  
 In this thesis using library research. There are 3 legal materials in this 
thesis, namely primary`` legal materials, secondary legal materials, and tertiary 
legal materials. 
  
 The one measure of criminal liability for juvenile delinquents is age. The 
sanctions dropped on children in the Act are determined based on age differences, 
namely for children aged 8 to 12 years only subject to action, while children aged 
over 12 to 18 years can be sentenced. 
  
 Whereas in Islamic law children cannot be held liable for criminal 
liability. Children who are in conflict with the law can be returned to parents, and 
rehabilitation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Penyalahgunaaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat 
mandiri, merupakan akibat dari berbagai faktor secara kebetulan terjalin mejadi 
suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait.1 
Factor individu dan faktor lingkungan hidup yang saling berkaitan erat,berjalan 
berbarengan dan berperan dalam proses tumbuh kembang seseorang mengikuti 
berjalannnya waktu, sampai individu menemukan bentuk kehidupannya. Jadi faktor 
individu sendiri dan faktor lingkungan mempunyai andil yang sama besarnya di 
dalam terjadinya penyimpangan perilaku sesorang dari norma-norma yang berlaku 
di dalam komunitasnya. 
Faktor individu sudah merupakan suatu kodrat bahwa manusia terdiri dari roh, 
jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang. Jiwa 
manusia terdiri atas 3 aspek yaitu kognisi(pikiran), afeksi (emosi, perasaan), konasi 
(kehendak, kemauan), selain pertumbuhan fisik manusia juga megalami 
perkembangan kejiwaanya. Di dalam masa perkembangan kejiwaan inilah 
kepribadian terbentuk, dan terbentuknya kepribadian itu  sangat diengaruhi oleh 
                                                          
1 Frans Simangungsong,”Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika”dikutip dari 
https://media.neleti.com diakses November 2018. 
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dinamika erkembangan konsep dirinya. Perkembangan ini dialami secara berbeda 
antara individu satu dengan yang lainnya.2 
Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkoba faktor-faktor individu yang 
menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus, sedang yang lain tidak 
mudah terjerumus, antara lain:3 
1. Adanya gangguan kepribadian 
2. Factor usia 
3. Pandangan atau keyakinanyang keliru 
4. Religiusitas yang rendah  
 Perkembangan peredaran narkotika pun bersifat transnasional serta dilakukan 
dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengaman hasil-hasil 
kejahatan narkotika sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika sudah 
menjadi ancaman yang sanagt serius bagi kehidupan manusia. 4 
Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis temuan surveynya terkait pengguna 
narkoba secara keseluruhan yang ternyata 24% diantaranya adalah pelajar 
menanggapi hal tersebut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), Ari Santoso meminta 
untuk melihat dari sisi presentase jumlah pelajar yang memang besar. Ia 
                                                          
 2 Ibid  
3 Frans Simangungsong,”Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika”dikutip dari 
https://media.neleti.com diakses November 2018. 
4 Kusno adi, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak,(Malang,UMM Press 
2009),hlm 8  
 3 
 
3 
 
mengatakan jumlah siswa daritingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah 
Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 50 juta 
anak. Sedangkan di tingkat Perguruan Tinggi hanya sekitar 3,5 juta orang.5 
 Penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak ataupun orang dewasa tidak hanya 
dapat merugikan dirinya sendiri namun juga merugikan keluarga, masyarakat 
maupun bagi generasi penerus bangsa. Karena narkotika sangat bahaya apabila 
dikonsumsi dapat mengakibatkan ketergantungan yang nantinya tidak baik untuk 
anak ataupun pengguna yang lain. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan 
kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam kehidupan bermasyarakat. Dan 
lebih memprihatinkan penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat mengancam masa 
depannya. Anak sangat berperan penting dalam meneruskan generasi muda dan 
merupakan penerus cita-cita bangsa. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi, 
pembinaan dan pengawasan terhadap anak agar anak dapat memilah mana yang 
baik dan mana yang tidak baik termasuk bahanyanya  mengkonsumsi narkotika.6 
Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan 
pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak 
yang menjadi pelaku tindak pidana penayalahgunaan narkotika yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan 
Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-
                                                          
 5 Tribunnews.com  
6 Ahmad Ferdian,”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan 
Narkotika  Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”,Skripsi,tidak 
diterbitkan,Jurusan Jinayah Siyasah ISIN Raden Intan Lampung .Lampung. 
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Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, sedangkan anak sebagi korban diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh 
karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui 
peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang 
berbeda dari pengadilan pada umumnya.7 
Anak yang berhadapan dengan hukum dalam istilah ushul fiqh, taklif (beban) 
itu diberikan kepada orang dewasa atau balig. Sedangkan orang yang belum 
sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak mukallaf. 
Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah 
manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat 
dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Allah berfirman dalam 
surat Al-Baqarah ayat 286  : 
َاهَعْسُو  َِلاإ اًسَْفن  هلله  ُفِّلَُكي  َلا 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
Demikian juga dengan hadits Nabi, “Tidak dimintai pertanggungjawaban atas 
tiga orang, anak hingga balig, orang gila sampai sadar …”. 
Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat dihukum, tetapi 
harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif sangatlah penting. 
                                                          
7 Andi Dipo Alam,”Tinjauan Yuridis TerhadapPenyalahgunaan Narkotika Oleh 
Anak”,skripsi,tidak diterbitkan,Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar.” 
 5 
 
5 
 
Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula, dan bukan pembalasan.8 
Seperti dijelaskan ada 3 kriteria anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:9 
1. Pelaku 
2. Saksi 
3. Korban 
Tindak Pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan 
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengigat 
sifat anak yang emosional yang masih belum stabil, oleh karena itu perlu ditangani 
secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. 
Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika; Narkotikan adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri 
dan dapat manimbulkan ketergantungan”.10 
                                                          
8 Siti Kasiyati,”Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”.al-
ahkam.vol 1 No.1,2016,hlm.82. 
9 Ibid..hlm.86. 
  
10 Hari Sasangka,2003,Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana,Mandar 
Maju,Bandung ,hlm 25 
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Seperti pada salah satu kasus  yang berada di Singkawang, yang di kutip 
dari Jawa Pos  berita tentang penyalahgunaan narkotika yang dilkaukan oleh anak 
dengan berita sebagai berikut; 
”JawaPos.com - Sat Resnarkoba Polres Singkawang mengungkap 17 kasus 
penyalahgunaan narkoba sepanjang Januari hingga Juni 2017. Mirisnya, dua anak 
bawah umur terlibat. 
“Dua anak bawah umur terlibat sebagai pengguna. Di antaranya berusia 13 tahun 
dan 14 tahun. Mereka dikembalikan kepada orang tuanya untuk direhabilitasi 
nantinya,” ujar Kasat Narkoba Polres Singkawang Iptu Iwan Gunawan di ruang 
kerjanya dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (12/7).  
Dia mengungkapkan, 17 kasus narkoba itu dilakoni 23 tersangka. Barang buktinya 
sekitar satu ons sabu dan 22 butir ineks. “Kita semakin gencar mengungkap kasus 
narkoba di Singkawang,” katanya. 
Polisi, kata Iwan, butuh dukungan semua pihak dalam pemberantasan narkoba. 
Diharapkan masyarakat dapat melapor, apabila menemukan informasi terkait 
peredaran narkoba.“Masyarakat yang melapor tidak perlu khawatir, nama pelapor 
akan kami rahasiakan,” ujarnya. 
Meskipun dengan keterbatasan anggaran, pihaknya akan bekerja secara maksimal 
dalam pengungkapkan kasus narkoba di Kota Singkawang. ”11 
                                                          
 11 Fadhil Al Birra, Polres Singkawang Ungkap 17 Kasus Narkoba,Anak Bawah Umur 
Terlibat” dikutip dari https://www.jawapos.com diakses pada 24 Februari 2019. 
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Dari kasus tersebut bahwa benar adanya anak di anggap sebagai anugrah Tuhan 
bahkan hukumannya pun dibedakan tidak seperti hukuman orang dewasa. 
Itulah mengapa penulis mengambil Judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan 
Hukum Positif Dalam Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” 
karena ingin mengkaji bagaimana Hukum Positif dan  Hukum Islam menangani  
tentang tindak pidana narkotika yang dilakuakan oleh anak dibawah umur. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahn sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana gambaran umum tentang penyalahgunaan Narkotika oleh 
Anak? 
2. Apa sanksi pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap tindak 
pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?  
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas ,maka yang menjadi tujuan penelitian dalam 
penulisan proposal skripsi ini adalah ; 
1. Untuk mengetahui penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana 
narkotika. 
2. Untuk mengetahui sanksi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. 
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D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat teoritis, penulis berharap dengan tulisan ini dapat mengembangkan 
ilmu secara akademisi. 
2. Manfaat praktis, tulisan ini di buat untuk memberikan pengetahuan tentang 
penyalahgunaan narkotika oleh anak dan kajian hukum Islamnya. 
E. Kerangka Teori  
1. Pengertian Anak 
1) Pengertian secara umum dan Undang-Undang 
Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai 
berikut : 
a) Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam 
Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih 
dahulu telah kawin.12 Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 
tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah 
sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh 
suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 
orang yang telah dewasa bukan anak-anak. 
b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 
KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. 
                                                          
12 Kusno adi .kebijakan criminal dalam penangulangan tindak pidana narkotika oleh 
anak,(malang:umm press,2009),hal 7. 
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2) Pengertian Anak Dalam Islam 
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini 
adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang 
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui 
proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam 
pandangan agama Islam, Maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti 
di beri nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh 
menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam 
mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. 
13 
Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang 
akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-Araf ayat 172 disebutkan 
yang artinya:14 
ٌْمِهِس فَْنأ  ٌَىلَع ٌْم هَدَهَْشأَو ٌْم هَتَّي ِ ر ذ ٌْمِهِرو ه ظ ٌْنِم ٌَمَدآ يِنَب ٌْنِم ٌَكُّبَر lٌَذَخَأ lٌْذِإَو 
  ٌَنيِلِفاَغ اَذ  َه ٌْنَع اَّن ك ٌَّنِإ ٌِةَمَايِقْلا ٌَمْوَي او لو َقت ٌْنَأ َانْدِهَش  ٌىَلَب او لاَق  ٌ ۖ  ٌْم كِ بَرِب  ٌتَْسل
َأ 
 
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman): Bukankah aku Tuhanmu?  Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan 
kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat 
                                                          
13 “Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”dikutip 
dari http;//repository.radenintan.ac.id diakses November 2018. 
14 Al A’raf ayat 172 
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kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang yang 
lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). (Q.S Al-A’Raf ;172) 
Dengan bekal keimanan ini, seorang anak yang baru lahir tidak memiliki 
dosa melainkan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Tidaklah seorang anak 
lahir melainkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang 
mengubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Orang tua memiliki kewajiban 
untuk menjaga dan mengembangkan kesucian anak tersebut. Kewajiban itu jelas 
sebagaimana terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya; 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkannya”. Dalam mengimplementasikan pendidikan kepada anak, Al-
Qur’an memberikan contoh-contoh pendidikan kepada anak sebagaimana yang 
dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, Yakub kepada anak-anaknya, Nabi 
Zakaria terhadap Nabi Yahya, dan Luqman kepada anak-anaknya. Hal tersebut 
sebagaimana terangkum dalam surat Al-’Anbiya’ ayat 85-85 Surat Luqman dan 
Surat Al-Imron.15 
3) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 
Anak yang berhadapan dengan hukum dalam istilah ushul fiqh, taklif (beban) 
itu diberikan kepada orang dewasa atau balig. Sedangkan orang yang belum 
                                                          
 15 Ibid.hlm.78.    
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sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak mukallaf. 
Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah 
manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat 
dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.  
Demikian juga dengan hadits Nabi, “Tidak dimintai pertanggungjawaban atas tiga 
orang, anak hingga balig, orang gila sampai sadar …”. 
Berdasarkan ayat dan hadits di atas para fuqaha berpendapat untuk sampai 
jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, yakni:16 
1. Anak belum mumayyiz 
2. Anak mumayyiz 
3. Fase dewasa 
Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat dihukum, tetapi 
harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif sangatlah penting. 
Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula, dan bukan pembalasan.17 
 
2. Pengertian Narkotika  
                                                          
16 Ibid.80. 
17 Siti Kasiyati,”Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”.al-
ahkam.vol 1 No.1,2016,82 
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 Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan 
yang sangat berat.  
Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW walaupun demikian 
narkotika termasuk dalam golongan khamar. Di dalam Al-Qur’an hanya 
menyebutkan khamar. Hal ini dengan adanya teori ilmu ushul fiqh dimana bila 
sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui 
metode Qiyas (analogi hukum). Qiyas adalah menyusul peristiwa yang terdapat 
nash hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua 
peristiwa pada sebab dua hukum ini.18 
Minuman Khamr menurut bahasa Al-Qur’an adalah minuman yang terbuat 
dari biji-bijian atau buah-buah an yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat 
mencapai kadar minuman yang memabukkan. Ulama malikiyah, ibnu Farhan 
berkata “adapun narkoba (ganja) makahendaklah yang mengkonsumsinya dikenai 
hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. 
Menurut Syaikh Jadal Haq Ali, sebagaimana dikutipoleh Abu An-Nur 
                                                          
18 Laili Maulida,”Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus 
penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawah umur”,Skripsi,tidakditerbitkan,Konsentrasi 
kepidanaan islam,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2009 
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mengemukakan bahwa sesunguhnya narkoba adalah haram karena Narkoba 
melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh lainnnya.19 
Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila 
disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang 
mengatur tentang psiktropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri 
ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan 
dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta 
memberantas peredaran gelap narkotika.  
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 
mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:20 
1) Psikotropika Golongan I   
2) Psikotropika Golongan II  
3) Psikotropika Golongan III  
4) Psikotropika Golongan IV   
3. Ancaman Tindak Pidana Narkotika 
Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertujuan untuk 
                                                          
19 Ahmad Ferdian,”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan 
Narkotika  Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”,Skripsi,tidak 
diterbitkan,Jurusan Jinayah Siyasah ISIN Raden Intan Lampung .Lampung.hlm.26. 
 20 Digilib.unila.ac.id   
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memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan 
atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan 
narkotika. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam 
Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Pasal 127 bunyinya ;21 
(1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun; dan, 
 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun.  
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan 
Pasal 103.  
(3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan 
atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut 
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. 
Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. 
Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana 
penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula 
                                                          
21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 
hal 21. 
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kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang 
dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang 
menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika”. Selanjutnya Pasal 103 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan: 22 
(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus 
untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan 
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika.  
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa 
menjalani hukuman. 
Meskipun dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi 
atau hukuman bagi pemakai narkotika.Dalam Al-Qur’an hanya terdapat laranagan 
mengenai khamar yang menunjukkan keharammannya. Hal ini dapat dilihat dalam 
al-qur’an surat Al-Maidah(5;90) yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, 
sesungguhnya meminum khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi 
                                                          
22 Ahmad Ferdian,”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan 
Narkotika  Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”,Skripsi,tidak 
diterbitkan,Jurusan Jinayah Siyasah ISIN Raden Intan Lampung .Lampung. 
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nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu diberikan keberuntungan.”Q.S Al-
Maidah ayat 90 menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu 
memabukkan demikian juga dengan narkotika, dan obat-obat terlarang juga 
mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan 
hukuman meminum khamar yaitu Haram.23 
Ulama fiqh telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkotika wajib, dan 
hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapattentang jumlah 
deraan. Penganut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera sedangkan 
Imam Syafi’I menyatakan 40 kali dera. Syariat mengatakan peminum arak dengan 
jilid atau dera sebanyak 80 kali dera. Sanksi tersebut dikenakan kepada para 
pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat,bukan atas 
keterpaksaan dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan.24 
Menurut hukum  pidana islam ancaman hukuman pidana anak yang melakukan 
kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur 
inilah hukum pidana islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan 
kejahatan jarimah anak dengan:25 
a. Fase Tidak Adanya Kemampuan Berfikir 
                                                          
23 Laili Maulida,”Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus 
penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawah umur”,Skripsi,tidakditerbitkan,Konsentrasi 
kepidanaan islam,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2009 
24 Ibid 
25 Laili Maulida,”Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus 
penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawah umur”,Skripsi,tidakditerbitkan,Konsentrasi 
kepidanaan islam,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2009 
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b. Fase Kemampuan Berfikir Lemah 
c. Fase Kekuatan Berfikir penuh 
Bahwa anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar 
hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi had,ataupun ta’zir. Sebab ia belum 
termasuk Mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam 
Islam.Para fuqoha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 
baliqh tidakwajib dikenakan hukuman. Bila anak tersebut melakukan perbuatan 
dosa.26 
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 
Yang artinya “diangkat pembebanan hukum dari 3 jenis manusia ,orang yang 
tidur samapi ia bangun ,anak kecil sampai ia baliqh,dan oranggila sampai ia  
sembuh (H.R Bukhari,AbuDaud,Al-Tirmidzi,An-Nasa’I,Ibn-Majah dan Al 
Daruquthni dari Aisyah dan Ali Bin Abi Thalib).27 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 
terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 
seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa 
penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 
                                                          
26 Ibid  
27 Ibid 
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penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa 
beberapa  jurnal atau skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan 
penulis. 
1. Skripsi Karya Laili Maulida (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta Fakultas Hukum Syariah), dengan judul “Kajian Hukum Islam dan 
Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunan Narkotika Oleh Anak 
Dibawah Umur”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah tolak ukur pertanggung 
jawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Beda halnya dengan hukum 
islam seorang anak tidak akan diberikan hukuman had karena kejahatan 
yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak 
yang berusia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi (hakim) 
hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan 
beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki nya dan 
menghentikan dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan 
datang.Namun yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis 
yaitu terletak pada adanya penerapan sanksi hukuman bagi pelaku anak 
yang melakukan tindak pidana Narkotika. 
2. Skripsi karya Ahmad Ferdian(IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Fakultas 
Syariah), dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 
Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan 
Oleh Anak di Bawah Umur”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah hukuman 
bagi kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam karena belum 
mencapai baliqh hukuman itu dapat diberikan pembebasan dan di hilangkan 
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bagi anak yang belum baliqh dan anaknitu diberikan tad’ib (pendidikan dan 
pembinaan) dalam hukum islam dan sedangkan dalam hukum positif 
berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 111. Namun yang 
membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu terletak pada 
adanya penyebab anak melakukan tindak pidana Narkotika. 
3. Skripsi Karya Farid Fauzi (UIN Syarif Hidayatullah,Fakultas Syariah), 
dengan Judul Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam UU 
No 35 Tahun 2009 di tinjau dari Hukum Islam. Kesimpulannya tidak ada 
ketentuan ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika jadi hukuman 
yang diberikan adalah ta’zir. Yang membedakan skripsi tersebut dengan 
skripsi penulis yaitu tidak adanya penerapan sanksi yang diberikan. 
G. Metode Penelitian   
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yaitu 
penelitian yang menekankan buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar 
dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur dan pendapat yang 
mempunyai hukuman relevan dengan pemasalahan yang 
diteliti.28Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sanksi 
penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, bagaimana penerapan dalam 
hukum Islam maupun Hukum Positif. 
                                                          
28 Masyuri dkk, Metodolegi Penelitian (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm.50. 
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2. Sumber Data   
Guna memperoleh bahan hukum yamg akurat untuk penulisan ini, maka 
bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan 
sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang 
sumber data tersebut : 
a. Bahan Hukum Primer  
Dalam hukum islam mengguakan hadist-hadist yang berkaitan 
dengan narkotika/khamr.Selain itu berupa Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sedangkan Anak yang menjadi 
pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bisa berupa informasi yang dieroleh dari buku, hasil penelitian, 
jurnal, internet dan publikasi yang lainnya. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bisa berupa informasi dari kamus, eksiklopedia, buku, literature 
atau lain sebagainya. 
3.Teknik Pengumpulan Data   
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. 
Sebagaimana Moh.Nazir dalam bukunya metode penelitian, 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah 
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teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap 
buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya 
dengan maslah yang dipecahkan.29 
4.Teknik Analisis Data 
Adapun cara yang digunakan penulis dalam menganalisa datanya, 
adalah teknik content analysis yaitu pengolahan data dengan menganalisa 
materi sesuai dengan pembahasan. Dalam hal ini masalah pokoknya adalah 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur.30 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam 
skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
 BAB I  :Yaitu Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar 
belakang masalah, tujuan ,manfaat penulisan skripsi,Penelitian Terdahulu,  
Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian yang didalamnya 
terdapat (jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data), 
Teknik Analisis Data yang berisi langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, 
Sistematika Penulisan berisi deskripsi tata urutan penulisan dimulai dari Bab 1 
hingga terakhir dan, Penutup yang berisi kesimpulan dan Saran. 
                                                          
29 Moh.Nazir,Metode……hlm.27. 
30 Masyuri dkk, Metodolegi Penelitian (Bandung: Rafika Aditama, 2008) 
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BAB II :Membahas mengenai landasan teori tentang narkotika dan 
anak 
BAB III :Melihat hukum positif dan Hukum Islam tentang tindak 
pidana oleh anak-anak. 
BAB IV :Melihat Hukum Positif dan Hukum Islam tentang tindak 
pidana narkotika oleh anak. 
BAB V  :Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan 
dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan 
saran-saran yang dapat disampaikan. 
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BAB II 
Landasan Teori 
Penyalahgunaan Narkotika dan Perbuatan Hukum Yang 
Dilakukan Oleh Anak 
A. Unsur Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika  
1. Dalam KUHP 
a. Unsur formal meliputi : 
1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 
berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 
2) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan 
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah 
mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu 
kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka 
tidak ada tindak pidana. 
3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukan. 
4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan 
yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang 
melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu 
dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat 
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perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan 
kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang 
memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 
 Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak 
sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 
Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan 
jiwanya 
 
B. Definisi Narkotika  
 
1. Narkotika Dalam Islam 
Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan 
benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya 
haram. Sebab salah satu illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan 
sebagimana disebutkan dalam hadist Nabi artinya ;1 
م اَرَح   ٍرْمَخ  ٍلُكَو  ٍرْمَخ  ٍرِكْسُم   ٍلُك 
 
“setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram” 
                                                          
1 Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Al-
Daulah, Vol 1 Nomor 1, 2012, hlm.150. 
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Menggunakan narkoba disamping telah di haramkan, tetapi juga 
akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat 
lainnya. Karena itu, hukum islam melarang menggunakan benda-benda 
seperti itu, baikdalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. 
Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan 
kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah 
menerangkan bahwa ganja itu lebih jahart dari khamr, dilihat dari segi 
merusak badan dan menggunakan akal. Ia membuat seorang menjadi lemah 
akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari menginggat Allah.2 
2. Narkotika Dalam Al-Qur’an 
Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW walaupun 
demikian narkotika termasuk dalam golongan khamar. Di dalam Al-Qur’an 
hanya menyebutkan khamar. Hal ini dengan adanya teori ilmu ushul fiqh 
dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa 
disesuaikan melalui metode Qiyas (analogi hukum). Qiyas adalah menyusul 
peristiwa yang terdapat nash hukum baginya, dalam hal hukum yang 
terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.3 
                                                          
2 Ibid, hlm.150-151.  
3 Laili Maulida,”Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus 
penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawah 
umur”,Skripsi,tidakditerbitkan,Konsentrasi kepidanaan islam,UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta,2009 
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Minuman khamar menurut bahasa Al-Qur’an adalah minuman yang 
terbuat daribiji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa 
sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.4 
3. Narkotika Dalam Hukum Positif 
Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan 
syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau 
merangsang.5 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan. 6Narkotika yang terkenal di 
Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya 
dengan kata narcosis yang artinya berarti membius.  
Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang 
dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak 
pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang 
                                                          
4 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta;Sinar Grafika, 2007), Cet, Ke-1, hlm. 78. 
5 Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm.390. 
6Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 
Anak, (Malang:umm press,2009), hlm.12.  
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tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika.7 
C. Jenis Narkotika  
Berdasarkan Undang-Undang  No 22 Tahun 1997, jenis narkotika yang 
di bagi menjadi 3 kelompok yaitu8 : 
1) Golongan I termasuk golongan narkotika yang paling bahaya karena daya 
Adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk 
kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan . Yang 
termasuk narkotikagolongan 1 adalah ganja, heroin, kokain, putaw, dan 
opium. 
2) Golongan II , golongan ini termasuk narkotika yang memiliki daya adiktif 
sangat tinggi tapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.Yang 
termasuknarkotika golongan II yaitu betametodal ,benzetidin, dan pestidin. 
3) Golongan III, golongan ini memiliki daya adiktif sangat ringan tetapi dapat 
bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan 
ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika Gologan III yaitu 
asetihidrotema dan dihidrokodemia. 
                                                          
7 Deskripsi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”dikutip 
dari http;//repository.radenintan.ac.id diakses November 2018. 
   
8 Sunarmo, “Narkoba Dan Upaya Pencegahannya”, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), 
Cet.Ke1,hlm. 11. 
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Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang 
narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu: 
1) Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang 
termasuk narkotika golongan 1 adalah9; 
a) Tanaman Papaver somniverum L., dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 
b) Opium Mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah 
tanaman Papaver Somniverum L.yang hanya mengalami pengolahan 
sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan 
kadar motifnya. 
c) Tanaman Koka, tanaman dari semua genus Eryhroxylon dari keluarga 
Erythroxy laceae termasuk buah dan bijinya. 
d) Kokain Mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun kokain 
yangdapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, 
Fentanil, Metadon dan lain-lain.  
                                                          
9 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 
Anak, (Malang;umm press, 2009), hlm.12-13. 
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3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, 
tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. 
Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, 
Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam 
termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam 
tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di 
lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 
D. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 
Anak yang berhadapan dengan hukum dalam istilah ushul fiqh, taklif 
(beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau balig. Sedangkan orang yang 
belum sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak 
mukallaf. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya 
adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.  
Demikian juga dengan hadits Nabi,  
“Tidak dimintai pertanggungjawaban atas tiga orang, anak hingga balig, 
orang gila sampai sadar …”.Mengenai batasan anak di dalam Islam biasanya 
anak sebelum balig atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik 
dan apa yang buruk bagi dirinya. 
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Berdasarkan hadits di atas para fuqaha berpendapat untuk sampai 
jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, yakni:10 
1. Anak belum mumayyiz 
2. Anak mumayyiz 
3. Fase dewasa 
Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat 
dihukum, tetapi harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif 
sangatlah penting. Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak 
lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.11 
E. Definisi Anak 
1. Anak Dalam Hukum Islam 
Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan 
sekarang akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-Araf 
ayat 172 disebutkan:12 
                                                          
10 Ibid.80. 
11 Siti Kasiyati,”Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”.al-
ahkam.vol 1 No.1,2016,82 
12 Siti Kasiyati, Problema Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indnesia, 
“Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta),Vol  1 Nomor 1, 2016), hlm.78. 
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 ْم ُه َد َه ْش َأَو  ْم ُه  َ ت َّ يِّر ُذ  ْم ِِهرو ُه ُظ  ْن ِم  َم َد آ  ِنِ َب  ْن ِم  َكُّبَر  َذ َخ َأ  ْذ ِإَو
 او ُلو  ُق  َ ت  ْن َأ    ۛ  ا َن ْد ِه َش    ۛ  ٰى َل  َ ب  او ُل ا َق    ۛ  ْم ُكِّبَر ِب  ُت ْس َل َأ  ْم ِه ِس ُف  ْ ن َأ  ٰى َل َع
 َي ِل ِف ا َغ  ا َذ َٰه  ْن َع  اَّن ُك اَّن ِإ  ِة َم ا َي ِق ْل ا  َمْو  َ ي 
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab: 
Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang 
demikian itu) agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya 
kami (bani Adam) adalah orangorang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan). 
Dengan bekal keimanan ini, seorang anak yang baru lahir tidak 
memiliki dosa melainkan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
“Tidaklah seorang anak lahir melainkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua 
orang tuanyalah yang mengubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. 
Dalam mengimplementasikan pendidikan kepada anak, Al-Qur’an 
memberikan contoh-contoh pendidikan kepada anak sebagaimana yang 
dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, Yakub kepada anak-anaknya, 
Nabi Zakaria terhadap Nabi Yahya, dan Luqman kepada anak-anaknya. Hal 
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tersebut sebagaimana terangkum dalam surat Al-’Anbiya’ ayat 85-86, surat 
Luqman, dan surat Ali Imron.13 
2. Anak Dalam Hukum Positif 
a. Pengertian secara umum dan Undang-Undang 
Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat 
dilihat sebagai berikut : 
a) Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.14 
b) Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata Di jelaskan 
dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.15 Jadi 
anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum 
meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 
21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya 
                                                          
13 Siti Kasiyati, Problema Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indnesia, 
“Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta),Vol  1 Nomor 1, 2016), hlm.79. 
 
14 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), 
hal. 4  
15 Kusno adi “kebijakan kriminal dalam penangulangan tindak pidana narkotika oleh 
anak”, (malang:umm press, 2009), hlm.7. 
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sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang 
yang telah dewasa bukan anak-anak. 
c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 
45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam 
belas) tahun. 
d) Menurut UU Peradilan Anak “anak dalam UU No.3 tahun 1997 
tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi ‘Anak adalah orang 
dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah menikah.16 
Dalam Undang Undang No11 Tahun 2012 Tetang Sistem 
Peradilam Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 ;17 
Ayat 2 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tinda pidana, dan 
anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
Ayat 3 anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya 
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan 
tindak pidana. 
                                                          
16 UU No.3 tahun 1997, Teantang Peradilan Anak, Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). 
17 UU No 11 Tahu 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak. 
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Ayat 4 Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang 
selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 
fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindakpidana. 
Ayat 5 Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang disebutnya 
anak Saksi adalah anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan  tentang suatu perkara 
pidana yang didengar, dilihat, dan/ dialaminya sendiri. 
Menurut R.A. Konsnan “Anak-Anak yaitu manusia muda dalam 
umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah 
terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.18  
  Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-
sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan 
lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi 
yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan 
mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran 
terhadap hak-haknya.19 
                                                          
18 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 
2005) , hal. 113 
19 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.28. 
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BAB III 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA 
OLEH ANAK-ANAK 
A. Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Oleh Anak-anak 
Untuk melihat bagaimana sanksi pidana bagi anak dirumuskan dalam 
KUHP  berikut ini dikemukakan beberapa hal perlunya untuk memahami 
formulasi/perumusan sanksi pidana atau stelsel sanksi bagi anak dalam 
KUHP,yang dipandang sangat urgent terkait dengan permasalahan pokok yang 
diajukan dalam penelitian ini, yaitu :1 
1. KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana yang 
sekaligus merupakan aturan umum yang akan menjadi dasar bagi aturan 
yang bersifat lebih khusus. 
2. Sebagai induk peraturan pidana, stelsel sanksi dalam KUHP akan menjadi 
pisau analisis awal terhada berbagai peraturan perundang-undangan pidana 
yang ditujukan terhadap anak. 
Secara umum di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang 
mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu Pasal 45 yang mengatur tentang 
batasmaksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana 
yang dilakukannya, Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi 
berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah member perintah, 
                                                          
1 Kusno Adi, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, (Malang: UMM 
PRESS, 2009), hlm.11 
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bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan Pasal 47 yang 
mengatur tentang pengaturan Pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana 
kepada pelaku anak. Namun setelah ada UUPA ketiga pasal tersebut di cabut 
sebagaimana di rumuskan dalamPasal 67 Undang-Undang Pengadilan, yang 
menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, 
Pasal 46, Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.2 
B. Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Oleh Anak-anak 
Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak 
akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat 
ataupun ta’zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan 
kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anakanaknya agar 
menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak 
melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung 
akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.3 
Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum 
atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak 
untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya 
yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat 
kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau 
membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah 
                                                          
2 Ibid, hlm.12. 
3 Adam Sani, “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan hukum Pidana Di 
Indonesia,” Jurnal ILmu Hukum, (Pascasarjana Universitas Syiah Kuala) Vol.3 Nomor 3, hlm.12. 
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Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh alIslamiy, mencatat, status perbuatan anak 
tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah). 4 
Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi 
kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan 
diserahkan kepada Waliyul Amri (pemerintah) untuk menetapkan hukuman 
untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan 
bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau 
ta’dib. Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak 
yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. 
Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap 
seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan 
kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Pelaku tindak pidana 
dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya 
perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya 
mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukuman atau dalam 
hukum pidana Islam disebut iqāb (bentuk singularnya sedangkan bentuk 
pluralnya adalah ‘uqūbah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap 
kejahatan. 5 
  
                                                          
4 Ibid, hlm.12-13 
5 Ibid, hlm.16. 
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BAB IV 
HUKUM POSOTIF DAN HUKUM ISLAM TINDAK PIDANA 
NARKOTIKA OLEH ANAK 
A. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak 
Dalam usia anak yang menjelang remaja terdapat fase dan adolescent 
adalah suatu proses trasisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial 
disertai banyak pergolakkan hati dan kekisruhan hati membuat anak 
remaja/adolescent kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi 
boomerang baginya. Apabila dbiarkan tanpa adanya pembinaan dan 
pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala 
kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengaruh kepada 
tindakan yang bersifat kriminalitas.1 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai factor, antara lain adanya 
dampak negatife dari perkembanganpembangunan yang cepat, arus globalisasi 
dibidang komunikasi dan informasi , kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa 
perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 
terhadap nilai dan perilaku anak.2 
                                                          
1 Wagiati soetodjo, Hukum Pidana Anak,  (Bandung; Refika Aditama, 2006), Cet ke-1, 
hlm.14-15 
2 Gatot Supramono,  Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2017), Cet ke-
3, hlm.12. 
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Pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya dan perkembangan 
pembangunan umumnya bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga 
terjebak melanggar nrma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam 
pola konsumerisme dan asocial yang semakin lama dapat menjerumus 
ketindakan kriminal, seperti ekstasi, narkotika, pemerasan, pencurian, 
penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini 
banyak orang tua yang disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materil) 
sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi. Dalam kondisi 
demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, 
pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orangtua.3 
Menrut pendapat Romli atmasasmita (1983;46) mengenai motivasi 
intrinsikdan ektrinsik dari kenakalan anak:4 
1. Yang termasuk motivasi intrinsik pada kenakalan anak adalah ; 
a. Faktor intelegentia 
b. Faktousia 
c. Faktor kelamin 
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga  
2. Yang termasuk motivasi ektrinsik adalah; 
a. Faktor rumahtangga  
b. Faktor pendidikan dan sekolah  
                                                          
3 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), .Cet ke-2.hlm 
3. 
4 Wagiati soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung; Refika Aditama, 2006), Cet ke-1, 
hlm.14-15 
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c. Faktor pergaulan anak 
d. Faktor masa media  
Sebab sebab kenakalan anak (juvenile delinquency) yaitu :5 
1. Factor-faktor yang berhubungan dengan pribadi dan keadaan 
sekelilingnya yaitu: 
a. Rumah tangga/keluarga yang retak (broken home) 
b. Ditelantarkan oleh orangtua (material, kasih sayang, acuh tak acuh) 
c. Kekurangan-kekurangan psikologis 
d. Pergaulan/teman yang tidak baik. 
2. Faktor-faktor structural terdapat pada: 
a. System ekonomi dan pendidikan serta struktur kesempatan untuk 
memperolehnya disuatu Negara, 
b. Dalam proses perubahan social sebagai akibatkemajuan industry, 
urbanisasi dan teknik. 
3. Factor-faktor yang berhubungan dengan prosedur penentuan dan 
perlakuan tindakan kenakalan anak: 
a. Pilihan Undang-Undang/peraturan 
b. Over acting petugas kepolisian 
c. Perlakuan dalam lembaga-lembaga pendidikan atau institutional 
treatment. 
                                                          
5 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak Dan Wanita Dalam Hukum, (Jakarta:LP3ES, 1983), 
Cet. Ke-1, hlm.11-12. 
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M. Taufik Makarao dkk dalam bukunya menyatakan pada umumnya 
secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 
penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, 
sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. Bahasan 
mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak 
diuraikan sebagai berikut: 6 
1. Faktor Internal 
Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seseorang 
sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan 
dilakakukannya dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor individu ini yang 
menjadi bagian faktor internal. Faktor individu terdiri dari aspek 
kepribadian, dan kecemasan / depresi. Hal ini termasuk dalam aspek 
kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat 
tidak sabar dan rendah diri. Adapun yang termasuk dalam kecemasan / 
depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga 
melarikan diri dalam penggunaan narkoba.  
2. Faktor Eksternal  
Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang dapat 
mempengaruhi prilaku remaja dalam tindak penyalah gunaan narkoba. 
Faktor eksternal yaitu halhal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja 
                                                          
6 Laili Maulida, “Kajian Hukum islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus 
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur”, 2009, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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dalam tindak penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari luar diri pribadi 
remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitar, keluarga atau keadaan 
masyarakat. 
Penjelasan faktor eksternal terbagi dari beberapa unsur yaitu : 
a. Faktor Lingkungan  
Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap 
jatuhnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkotika, terutama faktor 
keluarga, dimana keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan 
kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak 
terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Faktor 
lingkungan sekitar juga merupakan sarana pembentuk kepribadian 
seseorang.  
b. Faktor Keluarga   
Faktor Keluarga merupakan wadah utama dalam pendidikan. 
Kebiasaan orang tua sehari-hari sangat berpengaruh terhadap 
pembentukan mental anak. Anak yang hidup pada keluarga yang damai 
maka mereka akan berperilaku yang positif, sedangkan anak yang hidup 
pada keluarga yang kurang baik maka hal itu dapat menyebabkan 
kenakalan.  
c. Lingkungan Sosial Budaya 
 Lingkungan ini tempat anak berpijak adalah masyarakat. Tidah 
jauh juga dengan lingkungan keluarga, apabila anak hidup dalam 
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masyarakat yang baik maka perilaku anak akan menjadi baik begitu juga 
sebaliknya, anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang kurang 
baik juga akan berpengaruh buruk pada pribadi anak 
Kenakalan remaja juga disebabkan karena pengaruh lingkungan 
luar rumah. Kebanyakan remaja senang bermain di luar rumah, 
berkumpul dengan teman-temannya baik teman satu sekolahatau teman 
satu kelompok. Kalau teman-temannya dilingkungan tersebut berbuat 
tidak baik, biasanya si anak terpengaruh sikapnya, tanpa menilai terlebih 
dahulu. Sikap yang mudah terpengaruh ini tidak terlepas dari 
perkembangan pribadi remaja.7 
B. Ancaman Hukuman  
1. Hukuman Dalam Hukum Islam 
Anak yang berhadapan dengan hukum dalam istilah ushul fiqh, taklif 
(beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau balig. Sedangkan orang 
yang belum sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) 
disebut tidak mukallaf. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di 
pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena 
itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa 
yang ia lakukan.  
                                                          
7 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak,( Jakarta:Djambatan, 2007), Ke-3, 
hlm.2-4. 
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Demikian juga dengan hadits Nabi, “Tidak dimintai 
pertanggungjawaban atas tiga orang, anak hingga balig, orang gila sampai 
sadar …”.Mengenai batasan anak di dalam Islam biasanya anak sebelum 
balig atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa 
yang buruk bagi dirinya. Belum sempurna nya akal pikiran anak ditegaskan 
oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 5.8 
ًافوُرْعَم  ًلاَْوق  ُْمَهل اُولُوقَو  ُْمهوُسْكاَو َاهِيف  ُْمهُوقُزْراَو اًمَاِيق  ْمَُكل  هلله  َلَعَج ِيَتلا  ُمَُكلا  َوْم  َأ 
 َءَاَهف هسلا اُوتُْؤت  َلاَو 
 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada dalam (kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 
baik”. (QS. An-Nisa’: 5)  
Berdasarkan ayat dan hadits di atas para fuqaha berpendapat untuk 
sampai jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, yakni:9 
1. Anak belum mumayyiz 
Fase ini berlangsung sejak lahir hingga usia tujuh tahun. 
Perkembangan fungsi akalnya masih sangat rendah sehingga belum bisa 
mencerna mana yang baik dan yang tidak baik. 
                                                          
8 Siti Kasiyati,”Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia 
(Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”.al-
ahkam.vol 1 No.1,2016,80. 
9 Ibid.80. 
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2. Anak mumayyiz 
Fase ini berlangsung setelah usia tujuh tahun sampai dewasa. 
Anak sudah dapat membedakan secara terbatas mana yang baik dan 
yang buruk, tapi fungsi akal belum sempurna. 
3. Fase dewasa 
Yaitu, masa setelah berakhirnya masa kanak-kanak, ketika 
fungsi akal sudah sempurna. Para fuqaha berbeda pendapat dalam 
menentukan kedewasaan seseorang. Jumhur ulama menetapkan tanda 
yang bersifat personal, tapi cukup konkret, yaitu mimpi basah (ihtilam) 
untuk anak laki-laki dan khusus untuk perempuan adalah haid. Tanda-
tanda tersebut juga dapat ditarik keumuman usianya. Sebelum tanda-
tanda tersebut muncul,seseorang masih disebut anak meskipun telah 
mumayyiz. 
Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh 
Narkoba yangsampai terjadi pada kematian, tentunya sanksi 
hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Al-Qur’an tidak ada 
ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai 
Narkoba.10 
                                                          
10 Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”, Jurnal 
Al-Ahkam, (Makasar) Vol 1 Nomor 1, 2012, hlm.152. 
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Ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai 
Narkotika wajib, dan hukumannya berbentuk deraan.Ulama hanya 
berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Hazhab Hanafi dan 
Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi’I menyatakan 
40 kali dera. 
Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-
anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan 
umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam 
memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (jarīmah) 
anak dengan:11 
a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (idrak) 
 Sesuai dengan kesepakatan fuqaha, fase ini dimulai sejak 
manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, 
seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, 
apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum berusia 
tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman tă‘dib 
(hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudūd, 
qiṣăṣ, dan ta‘zīr apabila dia melakukan tindak pidana hudūd dan qiṣăṣ 
(misalnya membunuh atau melukai).  
                                                          
11 Yusmasir,”Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum 
Islam dan Hukum Positif”, Mahasiwa fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm,59. 
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Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana 
terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab 
perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia 
bertanggungjawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa 
orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti 
tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal 
hukum Islam, darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/ 
mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar’i tidak menafikan 
kemaksuman. Ini berarti uzur-uzur syar’i tidak menghapuskan dan 
menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan. 
b. Fase kemampuan berpikir lemah 
 Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun 
sampai ia mencapai usia băligh. Dalam fase ini, anak kecil yang 
telah mumayiz tidak bertanggungjawab secara pidana atas tidak 
pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudūd bila 
ia mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum qiṣăṣ bila 
membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab tă’dib yaitu 
hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. 
c. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna) 
 Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasa 
(dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada fase ini 
seseorang dikenai tanggung jawab hukuman hudūd apabila dia 
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berzina atau mencuri, dan diqiṣăṣ apabila dia membunuh atau 
melukai, demikian pula dijatuhi hukuman ta‘zīr apabila melakukan 
tindak pidana ta‘zīr. 
Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman 
untuk mendidik (ta‘dibiyah), bukan hukuman pidana, ia tidak 
dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak 
pidana yang pernah dilakukan sebelum băligh pada waktu ia telah 
băligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan 
yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.12 
Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd karena 
kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas 
seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia 
puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur 
kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan 
membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat 
kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaidal-
Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tidak akan ada hukuman 
hadd bagi anak-anak kecil, bahkan juga dalam hal tuduhan zina 
(qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya. Hal ini 
sesuai sabda Rasulullah :13 
                                                          
12 Ibid, hlm.73. 
13 Ibid, hlm.62. 
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“Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis manusia, orang 
yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang 
gila sampai ia sembuh”. (H.R. Bukhari) 
Pada bagian lain , ulama fikih telah sepakat bahwa 
menghukum pemakai Narkoba wajib, dan  hukumnya berbentuk 
deraan. Ulamahanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. 
Penganut mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengatakan 80kali 
dera, sedangkan,Imam Syafi’I menyatakan 40 kali dera. 
ImamAhmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu 
riwayat itu  adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti 
Imam Hanafi Dan Maliki.Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa 
Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat 
mengenai hukuman peminumkhamr. Pada waktu Abdurrahman bin 
‘Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud disamakan 
dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 50 
kalpukulan.14 
2. Hukuman Dalam Hukum Positif 
a. Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak 
                                                          
14 Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Islam Terhada Penyalahgunaan Narkotika” Jurnal Al-Daulah, 
(Makasar) Vol.1 Nomor 1, 2012, hlm.152. 
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Undang-undang Nomor3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan 
landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. 
Menurut pasal 23 UUPA mengaturnya dalam Bab III mulai Pasal 
22 sampai dengan UUPA jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 
anak dapat berupa pidana yang dapat di jatuhkan terhadapanak dapat 
berupa pidana maupun tindakan. Menurut Pasal 23 UUPA,pidana yang 
dapat dijatuhkan kepada anak adalah15 ; 
1) Pidana Pokok yang meliputi ; 
a) Pidana penjara 
b) Pidana kurungan  
c) Pidana denda; atau 
d) Pidana pengawasan 
2) Pidana tambahan, yang dapat berupa perampasan barang-barang 
tertentu dan atau pembayaran ganti rugi, 
Berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dapat 
dijatuhkan kepada anak,Undang-Undang Peradilan Anak 
memberikan pengaturan sebagai berikut;16 
1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang 
melakukan tindak pidana paling lama ½ (satu per dua) dari 
                                                          
15 Kusno Adi, PenaggulanganTindak Pidana Narkotika Oleh Anak, (Malang: UMM 
Press, 2009), Ke-1, hlm.13. 
16 Ibid, hlm.14-15. 
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maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1). 
2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang 
melakukan tindak pidana yang di ancam pidana mati atau pidana 
(penjara) seumur hidup dapat berupa : 
3) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal 
yang melakukan tindak pidana paling lama ½ (satu per dua)  dari 
maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27. 
4) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling 
banyak  ½  (satu per dua) dari maksimum denda bagi orang 
dewasa, dengan ketentuan apabila denda tidak dapat terbayar 
diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (Sembilan 
puluh) hari kerja dan tiap hari tidak boleh dari 4 (empat) jam 
kerja, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28. 
5) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada anak nakal, apabila 
pidana penjara yang di jatuhkan paling lama 2 (dua) tahun 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat(1) 
6) Pidana pengawasan dapat di jatuhkan kepada anak nakal yang 
melakukan tindak pidana dengan ketentuan paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. 
b. Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Undang-Undang Narkotika  
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Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Narkotika 
diatur dalam Pasal 85, yang menyatakan : 
Barangsiapa yang tanpa hak dan melawan hukum : 
1) Menggunakan narkotikaGolongan 1 bagi diri sendiri, dipidana 
dengan pidana penjara palng lama 4 (empat) tahun; 
2) Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; 
3) Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun: 
Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU Narkotika tersebut di atas, 
maka penyalahgunaan narkotika dalam kontek penelitian ini 
mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan 
dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. 
17 
Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 UU 
Narkotika, maka pidana yang dapat di jatuhkan oleh hakim tidk hanya 
terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Padal 85 
UU Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan 
sebagimana di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. 
                                                          
17 Ibid, hlm.18. 
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Dengan demikian hanya anak yang telah berumur 8 (delapan) tahun 
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
dijatuhi pidana atau tindakan, sedangkan anak yang belum mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tidakdapat dijatuhi pidana atau tindakan.18 
Terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun 
tetapi diduga melakukan penyalahgunaan narkotika, maka terhadapnya 
dapat dilakukan pemeriksaanoleh penyidik. Di mana jika menurut  hasil 
pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat 
dibina, maka Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepadaorang 
tua,wali, atau orang tua asuhnya, tetapiapabila anak tersebut tidak dapat 
dibina, maka Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen 
Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan. (Pasal 5 UUPA). Sedangkan terhadap anak yang telah 
berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun yang melakukan penyalahgunaan  narkotika dengan 
ancaman pidana penjara atau pidana mati,maka pidana penjara yang 
dapatdijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama ½ (satu per dua) dari 
maksimum ancaman pidana abgi orang dewasa, sedangkan untuk pidana 
mati atau pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
melainkan hanya dengan dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun.19 
                                                          
18 Ibid, hlm.19. 
19 Ibid, hlm.20. 
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BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dalam bab penutup ini penulis akan menyampaikan substansi yang 
penting atau kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut : 
1. Narkotika sudah tidak asing lagi dalam kalangan remaja bahkan Anak 
di bawah umur.Narkotika dalam islam maupun dalam hukum postif  
merupakan obat-obat terlarang yang tidak boleh dikomsumsi kecuali 
untu pengobatan. Haltersebut dapat berakibat buruk dan dapat merusak 
aka/fisik seseorang. Anak dalam hukum positif yaitu yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
2. Salah satu tolak ukur pertanggung jawaban pidana bagi anak 
yangberhadapan dengan hukum adalah umur. Dalam hal itu, masalah 
umur merupakan masalah yang urgent bagi terdakwa untuk data di 
ajukan ke siding anak. 
Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-Undang 
ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih 
berumur 8 sampai 12 tahun hanya di kenakan tindakan, sedangkan bagi anak 
yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi 
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pidana.Tindakan yang dilakukan adalah mengembalikan kepada orang tua 
atau di rehabilitasi. 
Dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada tindakan 
mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan 
belum memabukkan dan belum mendatangkan dampak negative apa-apa, 
karena pandangan islam hal ini bersifat preventif dan antisipatif. 
Hukuman bagi anak kecilyang belum mumayiz adalah hukuman 
untuk mendidik murni (ta’dibiyah) bukan hukuman pidana. Ini karena anak 
kecil bukan orang yag pantas menerima hukuman. 
B. Saran-Saran 
Dari pembahasan di atas penulis mencoba memberikan kontribusi 
saran kepada masyarakat. Khususnya untuk orang tua agar tidak terjadi 
pelanggaran/tindak pidana oleh anak. 
1. Orang tua bias meluangkan waktu untuk merawat, mendidik, 
mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya. 
2. Bagi para remaja harus lebih selektif  dalam memilih teman dan tidak 
mudah terpengaruh untuk menggunakan narkotika. 
3. Ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam pencegahan, 
penanggulangan, dan penyebaran narkotika. 
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